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PEMERINTAH KOTA KEDIRI
PERATURAN DAERAH KOTA REDIRI

NOMOR 5  TAHUN 2002
TENTANG

PERUBATIAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAI TINGKAT 1 KEDIRI NOMOR 11 TAHUN 1998
TENTANG PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIREL

Menimbang - a. bahwa dengan berlakunya dan berdasarkan pada Pasal 2 avat (2)
huraf “¢” Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Diaerah dan
Retribusi  Daerah, maka Pajak Hiburan merupakan jemis Pajak
Kabupaten / Kota :
b. bahwa untuk memungut Pajak Hiburan seperti dimaksud huruf a
tersebut diatas, maka Peraturan Dacrah Kotamadya Dacrah Tingkat 11
Kediri Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan perlu disesuaikan
dan disempurnakan ;
¢. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian dan penycmpurnaan
—_ sebagaimana dimaksud huruf b, maka periu mengatur kembali Pajak
Hiburan dengan melakukan perubahan atas Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat 1l Kediri Nomor 11 Tahun 1998 tentang
Pajak Hiburan, yang ditetapkan dengan Peraturan Dacrah.

Mengingat : 1. Undang — undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerzh — Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timar,
Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogvakarta
( Berita Nepara Tatun 1950 Nomor 45 ) :

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana {
Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3209 ) ;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesatan
Sengketa Pajak { Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3684 ) |
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Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Tembaran Ncgara Nomor 3685) sebagaimana telah diubuh dengan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Alas
Undang-undang Nomor 18 ‘Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah Dun
Relribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246
Tambahan Lembaran Negara Nomeor 4048 }

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42
Tambahun T.embaran Negara Nomor 3686 ) |

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
{ Lembaran Negara lahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839 ) .

Pergturan Pemcrintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor § Tahun 1981 tentang Hukum  Acara Pidana
( Lembaran Negara |ahun 19853 Nomor 6 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3238 3

Peraturan Pemcrintah Nomor 25 Tahun 2000 itentang Kewenangan
Pameriniah dan Kewenangan Propinst Sebagar Daerah  Otonom
{ Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 35 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3932 ) |

Peraturan Pemcrintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah { Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
165 ) :

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tazhun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara ‘Tahun
3000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022 )
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Dacrah
{ Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor |18 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4138 ) |

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1983 tentang
Penertiban Pereduran Film dan Perbioskopan di dacrah dalam rangka

peningkatan Pendapatam Ash Daerah |

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang

Rentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan |
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Keputusan Mentert Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang
Pengundangan Peraturan Dacrah dan atau Keputusan Kepala Daerah
Lewal Tenggang Waktu Pengesahannva ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Neperi Nomor 172 Tahun 1997 tentang
Kriteria Wajib Pajak Yang Menyelengearakan Pembukuan Dan Tata

{Carg Pembukuan |

17, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang

Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pajak Daerah

. Keputusun Menteri Dalam Ncgeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang

Sistem dan Prosedur Admunistrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan

Pencrimaan T.ain  lain ;

- Keputusan Menteni Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21

Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan maleri Muatan Produk-
produk Hukum Daerab ;
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonom! Daerah Nomor 22

Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk ITukum Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Neperi dan olopomi Daerah Nomor 24

Tahun 2001 tentang Lembaran Dacrah dan Berita Dacrih

22, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1T Kediri Nomor 1

Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan

Pemerintah Kolamadya Dacrah Tingkat 11 Kedin ;

. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2000 tentang Strukiur

Organisasi Dinas Sebagai Unsur Pelaksana Daerah ¢

Dengan Perseiujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRT

MEMUTUSK AN:

Menetapkan | PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAFRAH TINGKAT T KEDIRI NOMOR 11 TAHUN 199§
TENTANG PAJAK HIBURAN.
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Pasal

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dacrah Kotamad,
Tingkat 11 Kediri Nomor 11 Talun 1998 tentang Pajak H
{ Lembaran Dacrah Kotamadya Dacrah Tingkat 1T Kedin Tahun 1999 &,
A pada Tanggal 19 Marct 1999 Nomeor 5/A ), diadakan perubahan dan

:eseluruhan Pasal — pasal vang divbah menjadi berbunyi sebagai berikut

A. Pasal 1 diubah dan berbunyi scbagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan .

L,

g

(5]

n

Daerah Otonom yang selanjutnyva discbut Daerah adalah Kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas dacrah tertentu berkewenangan mengatur dan
meneurus kepentingan masyarakat sctenypat menurut prakarsa sendirt berdasarkan
aspirasi masvarakat dalam ikatan Negara Republik Indonesia.

Pemgrintah Daerah adaluh Pemerintah Kota Kediri vaitu Kepala Daerah beserta
perangkat Daerah Otonom lain sebagal Badan Fiksckutif Daerah |

Kepala Daerah adalah Walikota Kedin

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kota Kedin

Pejabat adalah pegawai vang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah
dan / atau Retribusi Dacrah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan vang
berlaku .

Pajak Dacrah vang selanjutnya disebut Pajak adalah juran wajib yang dilakukan
oleh orung pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang
scimbang, vang dapat dipaksakan berdasarken peraturan perundang-undangan
vang berlaku, vang digunakan untuk membiayvai penyelenggaraan pemerintahan
Daerah dan pembangunan Daerzh .

P"ajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan

Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan
/ atan keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atuu dinikmati
oleh setiap orang dengan dipungut bavaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas
umniuk beralah raga .

Badun adalah sekamputan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan batk
yang melakukan usahan maupun yang tidak melakukan usaha yvang meliputi
perseroan terbatas, perscroan komanditer, perseroan fainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, vayasan, organisasi massa,
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orgaisasi sosial politik, atan organisasi vang sejenis, lembaga. bentuk usaha tetap,
dan bentuk badan lainnya .

Penyelenpgara Thiburan adalah orang alau badan vang menvelengrarakan hiburan
baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama prhak lam vang

menjadi tanggungannya .

. Penonton atau penpunjung adaiah setiap orang vang menghadint suatu hiburan

untuk melihat dan atau mendenpar atau mentkmat atau mengpunakan (asilitas
vang discdiakan olch penyelenggara hiburan, kecuali penvelenggara, karvawan,

artis dan petugas yvang menghadin untuk melakukan tugas pengawasan |

. Tanda Masuk adalah suaty tanda atau alal veng sah dengan nama dan dalam

bentuk apapun yang dapal digunakan untuk menonton. menggunakan atan

imcnikmati fasilitas / sarana hiburan |

. Subvek Pajak adalah orang pribadi atau badan vang menomon dun / sfau

menikimati hiburan .

. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yvang menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan  Perpajakan  Daerah  diwapbkan  untuk  mclakukan
pembavaran pajak vang terutang, lermasuk pemungul atay pemotong pajak

tertentu .

. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (salu) bulan

takwim atau jangka waktu vang ditetapkan dengan Kepatusan Kepala Daerah .

. Tahun Pajak adalah jangka waktu vang lamanya | {sat) tahun takwim kecuali

bila Wajitb Pajak menggunakan tahun buku vang tidak samia dengan tahun

Lakwim

. Pajak vang erutang adalah pajak vang harus dibavar pada suatu saat. dalam masa

pajak. dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan Dacrah

Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mular dan penghimpunan data
objek dan subick pajak. penentuan besarnyva pajak vang terutang sampai kepiatan

penagihan pajak kepada Wanb Pajak serta pengawasan penyelorannyi .

. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPT) adalab

surat vang oleh Wajib Pajak digunakan untuk mclaporkan penghitungan dan / atau
pembavaran pajak, objek pajak dan / atau bukan obiek pajak, dan / atau harta dan
kewapibun, menurut ketentuan peraturan  perundang-undangan  perpajakan

Daerah .

24 Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjuinya disingkal SSPD adalah suratl yvang

oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembavaran alau penyetoran pajak
vany terutang ke Kus Duaerah atau tempat pembayaran lain yvang ditunjuk oleh

Kepala Daerah .



PDF Compressor Free Version

26.

. Surat Ketetapan Pajak Daerah vang selanjutmya disingkat SKPD adalah surat

ketetapan pajak yang menentukun besarnva jumiah pokok pajak .

2. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnva  disingkat

SKPDKR adalah surat ketetapan pajak vang menentukan besarnya jumlah pokok
pajak, jumiah kredit pajak, jumlah kekurangan pembavaran pokok pajak. besarnya

sanksi adminisirasi, dan jumlah yang masih harus dibavar .

. durat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bavar Tambahan vang selanjutnva

disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak vang menentukan tambahan

atas jumlah pajak yang telah ditetapkan .

24 Surat Ketetapan Pajuk Daerah Lebih Bayar yang selanjuinya disingkat SKPDLB

adalah surat ketetapan pajak vang menentukan jumiah kelebihan pembayaran
pajak karera jumish kredir pajak lebih besar daripada pajak vang terutang atau

tidak ssharusnya terutang .

25 Surat Ketetapan Pajak Dacrah Nihil vang selanjutnya disingkat SKPDN adalah

surat ketetapan pajak vang menentukan jumlah pokok pajak sama besamva
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak .

Sural Tagihan Pajak Daerah vang selanjutnva disingkat STPD adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan / alau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau

denda.

Pasat 2 divbah dan berbunyi scbagai berikut:
Pasal 2

(1}  Dengan nama Pajak Hiburan dipungut Pajak atas penvelenggaraan mburan.
{2}  Objek Pmak Hiburan adalah penvelenggaraan hiburan dengan dipungut
bayaran
(3)  Thburan sebagmimana dimaksud pada ayat (2), antara lain berupa |
a. tontonan film, ludruk, ketoprak, dan lan-lamn sejenisnya |
b kesenian tradisional dan moedern :
¢. pagclaran mustk dan tari ;
d. diskotik ;
c. karaoke ;
£ klub malam ;

permainan bilyar / bola sodok |

=

perrnainan ketangkasan |

panti pijat ;

i kolam renang dan kolam pemancingan ;
k. mandi uap / sauna ; dan

1. pertandingan olah raga .
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(4)  ‘hdak termasuk atau dikecuvalikan dari obyek Paiak Fiburan sebagomana
dimaksud pada avat {2), adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak
dipungut bavaran, seperti hiburan vang diselenggarakan dalam rangka

pernikahan, upacara adat, kegatan keagamaan.

. Pasal 3 divbah dan berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3

(1} Subvek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atuu badan vang menonton dan / atau
mentkmati hiburan .

{2} Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadr atau badan yung menvelengparakan
hmiburan .

(3} Penvelenggara Hiburan wanb memberikan tanda masuk kepada setiap orang atau
badan vang menonton , mendengarkan, dan / atau menikmati hiburan pada setiap
penvelenguaraan  hiburan, yang telah dilcgalisir dan / alau mendapatkan
pengesahan berupa perporasi dan nama atau bentuk lain yang dikeluvarkan oleh

Pemeriniah Kota Kediri

3. Pasal 4 diubalh dan berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4

(1) Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah pombavaran atau vang seharusnva dibayvar
untuk menonton dan ¢ atau menikmati hiburan

(2} Yang dimaksud dengan seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1}
adalah termasuk pemberian potongan harga dan tiket / tanda masuk Cuma — cuma.

(3) Pengenaan Paak dalam Peraturan Daerah im bukan merupakan bentik
Pengesahan keheradaan semua jenis hiburan sebagaimana vang dimaksud dalam

pasal 2 avat (3.

L. Pasal 5 diubah dan berbunyi scbagai berikut:
Pasal 5

Besarnva Tanf Pajak Tliburan uniuk setiap jems hiburan dhtetapkan, schagal
berikut:
1. Untuk jemis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana Nln
digedung bieskop atau tempat vang lain, ditetapkan :

a.  (iolongan A T dan ulama sebesar 10 % { sepuluh persen ) :
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b, Goelongan A 11 dan A 11T sebesar 9 % ( sembilan persen § |

Golongan B I dan B Il sebesar 8 % ( delapan } :

(&

d.  Golongan C dan D sebesar 7 % ( tujuh porsen ) ;

-

e Jenis Keliling scbesar 7 %0 { tujuh persen ) ;
2. Untuk jenis Persewaan Laser Disk, Caset Video, VCD, dan lain scienisnya sebagai
berikiut:

a JTumiah persediaan sampai dengan 250 keping | Rp 15.000,- / bulan

b. Jumlah persediaan diatas 250 keping : Rp 20 000 - / bulan,

a3

Unfuk pertunjukan atau kesenian tradisional dan kesenian vang bersifat kreatif
vang bersumber dan keseman tradisional sebesar 5 % { Lima persen
4. Pertunjukan sirkus, sulap. pameran sent, pameran busana, pasar malam / bazaar
dan sejenisnva, lomba / kontes keeantikan dan sejenisnya. ditetapkan schesar
20 % ( dua puluh persen )
5. Untuk pertunjukan / pagelaran musik dan / atau tari, festiful / lomba musik dan
atau tart sehesar 20 % { dua puluh persen § .
6. Untuk diskotik, disko bar, karaoke, klub malam, panti pijat. mandi vap, dan lain
sejenisnya, pertunjukan / pagelaran musik dan / atau tari di hotel atau rumah
makan sebhesar 30 % ( tiga puluh persen } .
7. Lintuk permainan bilvard / bola sodok ditetapkan sebesar Rp. 25.000,00 (dua
pulub lima ribu rupiah) setiap meja sciiap bulan .
8. Untuk persewaan Play Stasiun, Video Game., bom-bom car, pormainan anak,
permaiman ketangkasan sebagan benikut:
a. 1 Mall / Swalayan sebesar 15 % {lima belas persen),
b Permaman anak-anak kuda putar, Kincir angin dan lain-lain sebesar 15 % (lima
belas persen);
s ¢. - Diluar Mall / Swalayan sebesar Rp 10.000,- / bulan (mesin kecil)
- Diluar Mall / Swalavan schesar Rp 15.000,- / bulan {mesin besar)
. Untuk Pertandingan Olah raga. pacuan, dan lain scjcnisnya ditctapkan scbesar
10 % ( sepuluh persen ).
10, Untuk kolam renang, kolam pancing sebesar 15 % ( {ima belas persen ).

F. Pasal 9 diubah dan berbunyi sebagzai berikut:

Pasal @

(1) Setiap Wanb Pajak wapb mengms SFIPD .

2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas benar dan
lenakap, serta ditanda-tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanva .

{3) SPTPL vang dimaksud pada avat (1} harus disampaikan kepada Kepala Dacrah

selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnva masa pajak |
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{4) Bentuk, 1s1 dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerab,

(5. Pasal 10 diubah dan berbunyi sehagai berikut:
Pasal 10

(1) Berdasaarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 avet (1), Kepala
Dacrah atau Pejabat yang ditunjuk menctapkan pajak terutang dengan
menerbitkan SKPD |

{2) Kepala Daerah atau Pejabat vang ditunjuk menentukan tanggal jatuh tempo
pembayvaran atau penvelesaian pajak vang terutang paling lama 30 ( tiga puluh )
hari scteizh saat terutangnya pajak .

{3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat {1) tidak atan kurang dibayar
setelah lewal waklu paling lama 30 {tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, Wajib
Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen )
setiap bulan, dan ditagih dengan menerbitikan STPD.

H. Pasal 11 diubah dan berbunyi sebagai berikut:
Pasal |1

(1) Pembayaran Pajak Hiburan dilakukan di Kas Daerah melalui Bendaharawan
Khusus Penenima { BEP } pada Dimas Pendapatan Kota Kedin atan ditempat lain
vang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesual dengan wakiu yaag ditentukan dalam
SPTPD, SKPTY, SKPDKB, SKPDKET dan STPD .

(2} Pembuvaran pajak sebagaimana dimaksud pada avat (1) pasal ini, dilakukan
dengan menggunakan SSPD .

(3) Apabila pembavaran pajak dilakukan ditempat lam vang ditunjuk, maka hasil
penerimaan pajak terschut harus disctor ke Kas Dacrah melalm BKP Dinas
Pendapatan Kota Kedin selambat-lambatnya dalam jangka wakts 1 X 24 jam,

e atau dalam jangka waktu yvang diteniukan oleh Kepaia Daerzh,
Fasal 10

Peraturan Dacrah int mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supava seliap orung dapat mengetahwinva, memenntahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempalannyva dalam Lembaran Daerah Kota Kedin.

Ditetapkan ¢t  KLDIR]

- [ T
=, G i T T
™ pada fanggal 5 4 {’i"

SEXRETARIS DAERAH ¥OTA KEDIRL — WALIKOTA KEDIRIL

BAVMBANG EDLANTO /L/ HAMASCHUT
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